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B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
- Kasrah i i
i Dammah u u
Contoh:
G - kataba
&Y - zukira
2. Vokal Rangkap
Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama
S Fathah dan ya’ ai adani
3. Fathah dan wau au adanu
Contoh:
WX - kaifa
J$2  -haula
C. Maddah
Harkat dan Nama Huruf dan tanda Nama
huruf
S ) Fathah ,d an alif a a dan garis di atas
atau ya
S Kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
s Dammah dan _ ..
NERE a u dan garis di atas
wau
Contoh:
J&  _qala
@A -rama
Jd - qila
Js& - yagqilu
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. Ta’marbutah

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah /t /.
Contoh:

Juik'yi ‘Lay; - raudah al-atfal
raudatul atfal

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah /h/.
Contoh:

Ak - talhah
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
\—HJ - rabbana
JA - nazzala
A - al-birr
. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Contih:

M - ar-rajulu
wuaddl - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan
sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula
dengan bunyinya.
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Contoh:
el - al-badi‘u
Al - al-jalalu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

el - ta’khuz\ina
g~ -syai’un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan
kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

G 3 JA 51 &) &fy - Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh:

Syl 9 Yaala Ly- Wa ma Muhammadun illar- rasiil
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ABSTRAK

Permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan non-tarif seringkali
muncul dari jual beli barang/jasa yang dilakukan. Pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian jual beli seringkali menghadapi berbagai kekecewaan karena apa yang
tadinya dianggap sebaga hak dan kewagjiban masing-masing pihak, ternyata sangat
berlainan. Permasalahan ini segera diatasi dengan adanya persetujuan-persetujuan
negara-negara anggota WTO

Kebijakan non-tarif WTO merupakan persetujuan negara-negara anggota WTO
untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat teknis di lapangan dalam hal jual
beli barang secara internasional yaitu meliputi: peraturan-peraturan teknis dan
standardisasi (technical regulations and standards), lisensi impor (import licensing),
pemeriksaan sebelum pengapalan (preshipment inspection), aturan mengenai asal
produk (rules of origin), dan tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi
(investment measures). Hal ini juga tentu sgja tidak terlepas dari landasan perjanjian
yang dilakukan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Penelitian ini adalah pustaka (library research), yang berarti akan lebih banyak
menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Penyusun
mengumpulkan dokumen dari Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral,
Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen
Luar Negeri Republik Indonesia, sedangkan data pendukung akan didapat melalui
literatur-literatur yang di berkaitan dengan pokok pembahasan.

Prinsip dan kebijakan non-tarif WTO memang sangat menarik bagi seluruh
anggota-anggotanya dan dalam tataran prinsip tidak bertentangan (nonkontradiktif)
dengan prinsip dalam hukum perdagangan Islam. Keduanya sama-sama menghendaki
adanya transparansi, simbiosis mutualisme, prioritas pada kepentingan publik, semangat
kerjasama, dan juga menjadikan mekanisme pasar sebagai patokan dalam menjaga
keseimbangan pasar. Namun dalam aplikasinya seringkali terjadi pem-blok-an,
monopoli, pemaksaan terhadap konsep harga/upah, meninggikan tarif bea masuk
(kepabeanan) bahkan terkesan diskriminatif terhadap negara-negara anggota lainnya
yang dinilai masih terbelakang (baru berkembang). Ini pernah terjadi pada tingkat harga
telepon long distance yang terus meninggi dan ketersediaan mobile phone berjalan
lamban. Kegiatan-kegiatan ini sering kali dilakukan oleh negara-negara maju anggota
WTO, khususnya perjanjian awal sebagal perjanjian yang sudah baku dari pihak negara
pengimpor sehingga negara pengekspor tidak mempunyai bargaining position yang
lebih baik.

Hal inilah yang sebenarnya dapat menyebabkan pertentangan dengan prinsip-
prinsip Islam. Dalam Islam, akad merupakan faktor penting dalam transaksi
perdagangan. Akad sebagai manifestasi dari ijab kabul, merupakan bentuk kesepakatan
kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari siapapun, termasuk pemerintah. Puncak dari
pemaksaan ini adalah ketidakadilan yang menyebabkan diskriminasi dan monopoli
terhadap jual beli barang (ekspor-impor) secarainternasional.

Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang
pelaku bisnis memegang peranan utama dalam mempengaruhi kadar laba dalam
transaks atau muamalah. Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Berbeda
dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan "keuntungan materi" sebaga tujuan
utama dan pemberi motivas terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang
tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti Islam. Keuntungan yang
diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan
mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, transaksi perdagangan
Internasional semakin berkembang pesat. Para pengusaha dari berbagai
negara saling melakukan transaksi perdagangan yang melintasi batas-batas
negara, meskipun sempat mengalami kemunduran pada waktu terjadi
resesi di tahun 1980-an namun tidaklah sampai menahan laju pertumbuhan
tersebut. Mengingat bahwa dalam setiap transaksi perdagangan
Internasional selalu terkait lebih dari satu sistem hukum nasional, maka
hukum manakah yang akan berlaku bagi transaksi tersebut apabila timbul
sengketa atau pelanggaran kontrak. Konsekuensinya adalah bahwa
terhadap transaksi perdagangan yang sama kemungkinan berlaku hukum
yang berbeda-beda. Adanya keraguan dan ketidakpastian ini dapat
menyebabkan pihak asing yang mengadakan perjanjian jual beli kadang-
kadang menghadapi berbagai kekecewaan karena apa yang tadinya
dianggap sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak, ternyata
sangat berlainan.

Kemajuan teknologi pun telah membuat pola perdagangan semakin
berubah. Perdagangan telah dilakukan melampaui batas teritorial suatu
Negara. Kondisi ini menuntut adanya organisasi yang bisa mengatur lalu

lintas perdagangan tersebut, serta dapat mengakomodir segala kepentingan



Negara anggota, maka dibentuklah World Trade Organization (WTO),
yang merupakan produk dari General Agreement On Tariff and Trade
(GATT).

GATT berkeyakinan bahwa dengan dihilangkannya proteksi bagi
Negara maju, maka kesejahteraan dan pencapaian profit dari perdagangan
yang dilakukan oleh Negara-negara anggota GATT dapat meningkat
secara maksimal. Oleh karenanya GATT juga didasarkan pada beberapa
prinsip yang antara lain, pertama, Most Favored Nation Clause, yaitu
prinsip yang menyatakan bahwa perdagangan Internasional harus
didasarkan pada non-diskriminasi antar anggota GATT. Kedua,
Protection Trought Tariff, yaitu perlindungan terhadap industri hanya
boleh dilakukan melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Ketiga, General
Elimination of Quantitative Restriction, yakni pembatasan kuantitatif di
bidang import tidak diperkenankan kecuali melalui kebijakan tarif.'

Selain didasarkan pada peraturan-peraturan di atas WTO juga
mempunyai prinsip-prinsip tambahan, di antaranya National Treatment,
yaitu bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antar produsen dalam dan luar
negeri; prinsip cross border, yaitu setiap negara harus membuka setiap
produsen dan eksportir yang ingin masuk; prinsip Commercial Presence,
yang berarti bahwa ada kebebasan bagi setiap orang untuk mendirikan

usaha maupun cabang usaha-usaha di Negara lain.

'Carunia Mulya Firdausy, “Pasca Putaran Uruguay-GATT dan Implikasinya terhadap
Perekonomian Nasional: Suatu Tinjauan Umum” dalam Mahmud Thaha (peny.), Dampak
Persetujuan Putaran Uruguay-GATT terhadap Industri Kecil (Jakarta: UI Press, 1998), him. 11.



Isu penting dewasa ini bukanlah permasalahan prinsip-prinsip
dasar yang mendasari suatu kebijakan ataupun persetujuan, melainkan
aplikasi kebijakan yang seringkali merugikan negara-negara berkembang
di satu sisi dan semakin membuat “berkuasanya” negara-negara maju.
Padahal pada Persetujuan Putaran Uruguay diharapkan akan
meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) secara global dan
mendorong permintaan dunia akan ekspor dari negara-negara
berkembang.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan tidak hanya
berupa tarif tinggi atas produk-produk tertentu (tariff peak) di pasar
negara-negara maju yang dikhawatirkan akan menggangu ekspor barang
dari negara-negara berkembang. Ditambah lagi dengan permasalahan
internal negara-negara berkembang dalam peningkatan/eskalasi tarif (tariff
escalation), yaitu negara pengimpor barang melindungi industri
manufakturnya dengan menetapkan bea masuk impor bahan baku yang
rendah dan bea masuk untuk barang jadi atau setengah jadi yang tinggi.”

Untuk itulah penyusun berinisiatif untuk mengkaji lebih jauh
kebijakan-kebijakan jual beli barang (ekspor-impor) yang dikeluarkan
oleh WTO tersebut dalam perspektif hukum Islam, terutama prinsip-
prinsip dasar perjanjian dan perdagangan Islam, walaupun secara aplikatif
kemungkinan “tidak terlalu penting”, namun di sisi yang lain dapat

menjadi bahan kajian dan pertimbangan keilmuan bagi negara-negara

? Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral
Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trade
Organization), (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2006), hlm. 43.



berkembang (khususnya Indonesia) yang menjadi negara anggota WTO,
yang kecenderungannya selalu saja “dizalimi” oleh negara-negara maju

dan “’kroni-kroni”nya.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok
masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah, bagaimana

kebijakan Non-Tarif WTO ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan non-
tarif yang digunakan oleh negara-negara anggota WTO dalam jual
beli barang secara Internasional, yang kemudian akan dianalisis
dalam perspektif hukum perjanjian dan perdagangan Islam.
b. Menjelaskan relevansi dan aplikasi regulasi WTO tersebut ditinjau
dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan [Imiah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
yang berarti bagi kajian hukum ekonomi Internasional dan

perdagangan Islam secara teoritis khususnya dalam penerapan



konsep, prinsip dan kebijakan-kebijakan jual beli barang secara
Internasional dalam perspektif hukum Islam.
b. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam
memecahkan persoalan-persoalan perjanjian dan transaksi
perdagangan khususnya jual beli barang secara Internasional
melalui organisasi perdagangan dunia (WTO) yang seringkali
terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aplikasinya, terutama

bagi negara-negara yang baru berkembang seperti Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian dan karya-karya tulis ilmiah mengenai persetujuan dan
kebijakan WTO khususnya kebijakan jual beli barang WTO masih jarang
dilakukan. Dalam penelusuran penyusun, ada sebuah skripsi di lingkungan
civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas
mengenai perdagangan jasa WTO. Skripsi yang disusun oleh Nurjannah
Trihastuti Rahajeng tersebut hanya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip
dasar persetujuan dan kesepakatan perdagangan jasa yang diratifikasi oleh
negara-negara anggota WTO.?

Perdagangan-perdagangan jasa WTO dan kebijakan-kebijakannya
dibahas secara spesifik oleh AM. Muhammad Khafidz Ma’shum dalam

tesisnya yang berjudul “Perdagangan Jasa WTO Dalam perspektif

* Nurjannah Trihastuti Rahajeng, “Pengaturan Perdagangan Jasa WTO Dalam Perspektif

Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari’ah,

2007.



Ekonomi Islam”. Dalam tesis ini la menjelaskan tentang efek samping
mengenai kebijakan perdagangan jasa yang melibatkan negara-negara
industri maju dan negara berkembang dan terbelakang yang sudah masuk
menjadi negara anggota WTO"

Selain dokumen-dokumen yang penulis kumpulkan dari Direktorat
Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal
Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar
Negeri Republik Indonesia, pembahasan mengenai WTO itu sendiri
dibahas secara mendetail oleh Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul
Hukum Dagang Internasional. Ia menjelaskan sepak terjang WTO mulai
dari sejarahnya berdirinya, tujuan, prinsip-prinsip dasar, negara-negara
anggota, sampai pada kebijakan-kebijakan WTO baik yang berupa internal
maupun eksternal.’

Adapun literatur mengenai jual beli barang dalam Islam, terdapat
beberapa Sarjana dan Ulama Islam yang membahasnya secara prinsipil. Di
antaranya adalah Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa dalam penetapan
suatu barang yang hendak dijual, seharusnya tidak menzalimi pemilik
barang dan menganiaya pembeli.®

Dalam salah satu karyanya, Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa

termasuk tindakan manipulasi jika salah satu pihak menyembunyikan

* AM. Muhammad Khafidz Ma’shum, “Perdagangan Jasa WTO Dalam perspektif
Ekonomi Islam”, Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

’ Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari WTO), (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2004).

% Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut; Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M) III: 161.



informasi tentang suatu barang. Islam memerintahkan setiap pedagang
untuk berlaku jujur dan adil serta tidak menyembunyikan sesuatu apapun
darinya. Termasuk keadilan di sini adalah tidak memaksa orang untuk
membeli barang yang dijualnya.” Ahmad Abu al-Fath juga menyatakan
bahwa suatu barang harus diketahui dengan sempurna oleh kedua orang
yang berakad. Jika jual beli itu dengan utang/kredit, maka pada waktu
akad harus ditentukan waktu dan jenis pemb:clyar@mnya.8

Ahmad Azhar Basyir’, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy,'® Abu Ahmadi
dan Anshori Sitanggal,'" secara lebih spesifik memberikan pembahasan
mengenai intervensi pemerintah dalam membuat kebijakan perdagangan
demi tegaknya keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan mencegah
kezaliman.

Dari tinjauan pustaka penyusun di atas, pembahasan mengenai
kebijakan WTO mengenai jual beli barang secara Internasional dalam
perspektif hukum Islam dalam lingkungan sivitas akademik UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta khususnya, sejauh pengetahuan penyusun belum ada

yang menuangkannya dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya.

" Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa Didin
Khafiduddin dkk., cet. 1 (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 302 dan 315.

¥ Ahmad Abu al-Fath, Kitab al-Muamalat fi as-Syari‘ah al-lslamiyyah wa al-Qowanin al-
Misriyyah, cet. 1 (Mesir: Matba'ah al-Busfur, 1372 H/ 1913 M) II : 363-364.

’Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43.

' T. M. Hasbi As-Shiddieqy, Pengantar Figih Mua’malah, cet. 1 (Semarang: PT Pustaka
Rizki Putra, 1997), hlm. 29.

" Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, Sistem Ekonomi Islam dan Tujuan-Tujuannya
(Surabaya: PT Bina [lmu, 1980), him 220.



Dari tinjauan pustaka penyusun di atas, pembahasan mengenai
kebijakan WTO mengenai jual beli barang secara Internasional dalam
perspektif hukum Islam dalam lingkungan sivitas akademik UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta khususnya, sejauh pengetahuan penyusun belum ada

yang menuangkannya dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya.

. Kerangka Teoretik
1. Karakteristik Persetujuan Barang dan Kebijakan Non-Tarif

WTO

Persetujuan-persetujuan dan kebijakan-kebijakan WTO yang
menyangkut barang memiliki karakteristik dan struktur yang terperinci
secara sistematis, yaitu:

a. Persetujuan tersebut umumnya dimulai dengan prinsip-prinsip
umum/dasar seperti yang terdapat dalam General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT);

b. Dalam persetujuan tersebut, terdapat pula beberapa persetujuan
tambahan dan annex berkenaan dengan persyaratan khusus (special
requirements) dan beberapa sektor atau isu tertentu; dan

c. Di samping berupa persetujuan dan lampiran yang menyertainya,
terdapat daftar (schedule) terperinci tentang komitmen negara-
negara anggota WTO untuk mengijinkan produk-produk asing

memasuki pasar dalam negeri mereka.



Aplikasi persetujuan-persetujuan dan kebijakan-kebijakan WTO
tersebut seringkali mengalami kendala-kendala teknis, birokrasi dan
peraturan-peraturan yang menghambat perdagangan. Untuk mengatasi hal
tersebut WTO membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan
meminimalisir hambatan-hambatan terutama yang bersifat non-tarif, di
antaranya adalah:

a. Peraturan-peraturan teknis dan standardisasi (technical regulations
and standards);

b. Lisensi impor (import licensing);

c. Pemeriksaan sebelum pengapalan (preshipment inspection);

d. Aturan mengenai asal produk (rules of origin); dan

e. Tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (investment

measures).

2. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perdagangan

Indonesia mulai menjadi anggota WTO 2 November 1994 sampai
saat ini, maka dalam praktik selama ini suatu pihak di Indonesia yang akan
mengadakan suatu perjanjian “international sale of goods” dengan pihak
mitranya di negara lain, biasanya menggunakan kesempatan yang
disediakan oleh hukum positif Indonesia, yaitu asas kebebasan berkontrak
dalam hukum perikatan Indonesia sebagaimana ditafsirkan dari Pasal 1338

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Yang perlu dimaklumi bahwa pada kebanyakan negara maju,
berlaku suatu asas dalam hukum perikatan mereka, yaitu tentang
kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas untuk mengadakan suatu
pengaturan atas perjanjian yang mereka adakan.'? Kontrak itu sendiri
didefinisikan oleh Yahya Harahap dengan suatu hubungan hukum
kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan
hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus
mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi."

Berkenaan dengan konvensi tertentu, para pihak dapat juga
melakukan pilihan untuk menetapkan sebagai hukum yang mengatur
perjanjian di antara mereka. Hal itu dilakukan tanpa memperhatikan
apakah tempat bisnis mitranya di negara lain tersebut terletak di suatu
negara peserta atau bukan peserta dari konvensi tersebut.

Kebebasan ini antara lain adalah berkenaan dengan hukum yang
mereka akan pilih, yang diberlakukan atas perjanjian yang mereka
sepakati. Hukum yang dipilih, artinya hukum yang menguasai pengaturan
pelaksanaan perjanjian di antara mereka, yang ditetapkan oleh para pihak.

Dalam perjanjian mengenai “international sale of goods” terdapat
keterkaitan antara warga negara yang berbeda negara sehingga para pihak

melakukan sendiri pilihan hukum yang akan diberlakukan atas perjanjian

2 Gouw Giok Siong, Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jakarta: PT Kinta,
1965),11: him. 3.

" M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1982), him. 6.
Lihat juga R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,
(Bandung: Sumur, 1985), him. 1.
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untuk menghindari berbagai kesulitan. Beberapa kesulitan yang mungkin

timbul apabila tidak dilakukan pilihan hukum, antara lain adalah:

1. Ketidakpastian tentang hukum negara mana yang akan berlaku atas
perjanjian mereka;

2. Kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak
lengkapnya bahan-bahan informasi;

3. Keanekaragaman pengertian.

Dengan melakukan pilihan hukum tersebut, para pihak
mengharapkan bersamaan pengertian. Dengan demikian, tujuannya adalah
untuk menghindarkan setiap kemungkinan salah pengertian dan
perselisihan.

Kebebasan para pihak dalam perjanjian perdagangan luar negeri
untuk menentukan pilihan hukum ini, sudah diterima oleh doktrin maupun
oleh yurisprudensi.'* Bahkan dalam sistem Peraturan Pemerintah No.l
Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa,
kebebasan para pihak untuk bersepakat juga diakui secara tegas, yaitu
kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang cara lain dalam
pembayaran transaksi ekspor dan impor selain dari yang ditetapkan secara
terinci sebelumnya.'

Di dalam doktrin maupun yurisprudensi, kebebasan para pihak

untuk memilih hukum mana yang berlaku itu tidak berarti bahwa pilihan

' Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia (Bandung: Bina Cipta,

1986), him. 168.

13.

"> Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No.3210, hlm.
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boleh dilakukan secara sewenang-wenang, karena terdapat berbagai

pembatasan, yaitu:

a. Sepanjang tidak melanggar ketertiban umum,;

b. Tidak boleh menjadi penyelundupan hukum;

c. Hanya boleh dilangsungkan berkenaan dengan bidang hukum
perjanjian, tetapi tidak untuk seluruh bidangnya. Di antaranya adalah
tidak boleh dilakukan untuk peraturan-peraturan tentang pengaturan
ekonomi.

Jadi, pilihan hukum tidak boleh dilangsungkan atas bidang hukum
perjanjian yang berkenaan dengan kaidah memaksa, apalagi menurut
istilah Sudargo Gautama, bersifat “super memaksa”. Kaidah-kaidah yang
bersifat demikian termasuk dalam apa yang disebut dengan “ordenings-
voorschriften”, serta mempunyai ekonomi dan sosial.'® Contoh yang
penting antara lain adalah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai ekspor, impor, dan lalu lintas devisa yang dimuat
dalam PP Nomor 1 Tahun 1982 di atas.

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak mengandung arti
bahwa para pihak memilih hukum di antara stelsel-stelsel hukum yang
berlaku bagi negara-negara yang bersangkutan dengan perjanjian
perdagangan luar negeri antara mereka. Karena pilihan hukum itu harus
dilakukan secara bonafid, maka hukum yang dapat dipilih oleh para pihak

hanyalah hukum yang mempunyai hubungan tertentu dengan perjanjian

16 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, him. 170.



13

yang bersangkutan.'” Jadi demikian pula halnya dengan suatu perjanjian

mengenai “international sale of goods”.

3. Perdagangan dan Bisnis Menurut Islam

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai
hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga
mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah.
Muamalah merupakan kegiatan manusia dalam perannya sebagai khalifah
di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi
dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan
ekonomi.

Ajaran Islam yang berkenaan dengan aspek mu’amalah sangat
fleksibel dan dinamis. Dalam kenyataannya ayat-ayat al-Qur’an yang
mengatur hubungan mu’amalah bersifat global, hanya memuat garis-garis
besarnya saja, sehingga memberikan ruang bagi kreatifitas positif umat
Islam untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai
dengan tuntutan dan kondisi.

Fleksibilitas hukum mu’amalah ini tertuang dalam sebuah kaidah

usul figh yang berbunyi:

wia U Y1 el 3 L Jua)

41.

'7 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, him. 171.
18 Asjmuni A Rahman, Kaidah-kaidah Figh, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him
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Pelaksanaan praktek mu’amalah harus senantiasa didasarkan atas
pertimbangan mendatangkan maslahat serta menghindari timbulnya
madharat bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul figh:
0 3 ol

Prinsip Islam tentang pengaturan masalah ekonomi sangat ketat,
seperti ketentuannya melarang praktek penipuan, praktek eksploitasi
dalam berbagai bentuk usaha, sikap ketidakjujuran, pemaksaan, dan semua
bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan
supaya perilaku ekonomi dalam berusaha, bergerak dalam batas-batas
yang ditentukan syari’at; sehingga setiap pihak akan merasakan
ketentraman berusaha dan menjamin kemaslahatan umum.

Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya
adalah jual beli yaitu dengan jalan pertukaran antara barang yang
dibutuhkan dengan uang dan yang sejenis sebagai gantinya. Karena
pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka
dalam praktek pertukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang
tersebut sehingga dapat dilakukan pertukaran secara adil.

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan jual
beli, yang menjelaskan bahwa jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka
sama suka, agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara bathil.

Sebagaimana firman Allah SWT:

¥ Ibid., him. 13.
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Dengan demikian untuk menghindari penguasaan harta orang lain
secara bathil, prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai jual beli adalah
kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip perdagangan ini telah diatur
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah untuk menciptakan dan memelihara itikad
baik dalam suatu transaksi perdagangan, seperti takaran yang benar harus
diperhatikan dan tidak ada unsur penipuan.*'

Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan datangnya dari
"dalam" masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang sudah dipengaruhi
oleh nilai-nilai Islam.” Segala sistem dan praktek yang mengacau sistem
pasar tersebut, misalnya dengan cara menimbun barang, memanipulasi dan
memainkan harga sama sekali tidak ditolerir oleh Islam. Islam mengakui
pembeli mempunyai hak memilih dan menawar terhadap barang yang
dibutuhkan, begitu pula pihak penjual mempunyai hak untuk menerima
tawaran itu.”

Secara umum, ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan
dalam perdagangan dalam Islam. Pertama, perdagangan itu dilaksanakan

dengan tidak melanggar syariah Islam. Kedua, perdagangan itu dikelola

2 An-Nisa (4) : 29.
21 Al-Isra’ (17): 35.

22 Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin
(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997), him. 150.

2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, h Im. 14
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dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Begitu juga dalam hal
jual beli barang secara Internasional dalam regulasi dan kebijakan-
kebijakan WTO. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perdagangan
Islam adalah adanya etika bisnis. Hal demikian penting sebab dalam Islam
perdagangan itu bisa saja hukumnya halal, namun barang yang dihasilkan

haram sebab dilaksanakan dengan cara yang haram pula.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah pustaka (library research), yang berarti
akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang
diperoleh dari penelitian. Untuk dapat mendapatkan data tentang
kebijakan-kebijakan dan persetujuan-persetujuan non-tarif WTO
dalam bidang jual beli barang secara Internasional, penyusun
mengumpulkan dokumen dari Direktorat Perdagangan dan
Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri Republik
Indonesia, sedangkan data pendukung akan didapat melalui literatur-

literatur yang di berkaitan dengan pokok pembahasan.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian
deskriptif = merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk

mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada saat
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penelitian dilakukan.”* Data-data mengenai regulasi WTO mengenai
jual beli barang secara Internasional dikumpulkan, yang kemudian
disistematisasikan dengan prinsip-prinsip dasar WTO yang menjadi
pilar dalam pengimplementasikannya. Setelah itu, data-data tersebut
dianalisis dengan perspektif hukum perjanjian dan perdagangan Islam
agar dapat menjawab pokok permasalahan penelitian ini.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini dikaji dan dievaluasi dengan
norma-norma hukum positif yaitu hukum Internasional dan hukum
Islam khususnya, dalam hal ini hukum perjanjian dan perdagangan
Islam.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis,
baik secara deduktif maupun induktif. Metode induktif digunakan
untuk menganalisis permasalahan-permasalahan kebijakan WTO
dalam jual barang secara Internasional dan hukum perjanjian dan
perdagangan Islam, sehingga dari keduanya dapat diambil suatu
generalisasi mengenai prinsip-prinsip yang mendasarinya. Analisis
deduktif dipergunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan WTO
mengenai jual beli barang secara Internasional ditinjau dalam

perspektif hukum perjanjian dan perdagangan Islam.

% Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, cet.5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), him.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini menjadi komprehensif, maka pembahasan
ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat
latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teori, serta bagaimana pembahasan ini dilakukan, dan diakhiri dengan
sistematika pembahasan.

Pada bab II akan diuraikan mengenai WTO secara umum, mulai dari
sejarah perkembangannya, proses-proses terbentuknya peraturan-peraturan
dan kebijakan-kebijakan WTO sampai pada prinsip-prinsip dalam persetujuan
umum tentang regulasi WTO mengenai jual beli barang secara Internasional,
khususnya kebijakan-kebijakan non-tarif. Hal ini penting dibahas sebagai
konsep dasar analisis, agar tidak terjadi ambiguitas dalam mengevaluasi dan
melakukan penilaian terhadap pokok permasalahan. Selain itu juga dapat
digunakan sebagai perbandingan umum prinsip-prinsip persetujuan dalam
WTO, yang nantinya pada bab IV akan dianalisis dengan menggunakan
pendekatan normatif hukum perjanjian dan perdagangan Islam.

Pada bab III akan didukung oleh data tentang prinsip-prinsip dan
mekanisme perjanjian dan perdagangan dalam Islam secara teoretis sebagai
landasan awal dalam mengeksplorasi kebijakan-kebijakan dan prinsip-prinsip
WTO dalam bidang jual beli barang secara Internasional yang tercakup di
dalam bab tiga dari penelitian ini. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai
karakteristik dasar dan prinsip-prinsip dasar perdagangan dan bisnis secara

Islami. Hal ini merupakan pondasi awal pembahasan skripsi ini dalam
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menganalisis kebijakan dan prinsip-prinsip dasar WTO dalam jual beli barang
secara Internasional bagi negara-negara anggotanya.

Setelah dikelompokkan, data-data tersebut kemudian diseleksi serta
dianalisis di dalam bab IV skripsi ini. Analisis tersebut dimulai dari
mengevaluasi dan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan WTO dalam jual
beli barang secara Internasional dengan menggunakan perspektif hukum
perjanjian dan perdagangan Islam serta menganalisis relevansi kebijakan-
kebijakan tersebut terhadap negara-negara lain di dunia, khususnya di
Indonesia yang ikut meratifikasi persetujuan kebijakan-kebijakan tersebut.

Bab terakhir atau penutup dari skripsi ini, penyusun membuat
kesimpulan analisis yang menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian
yang dilakukan. Kemudian dilengkapi dengan saran-saran dari beberapa hal

yang menurut penyusun penting untuk mendapat perhatian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan memberikan penilaian mengenai
kebijakan jual beli barang WTO dalam bidang jual beli barang secara
internasional dalam perspektif hukum Islam, maka dengan ini dapat diambil
kesimpulan bahwa:

Kebijakan-kebijakan yang meliputi peraturan-peraturan teknis dan
standardisasi (technical regulations and standards), lisens impor (import
licensing), pemeriksaan sebelum pengapalan (preshipment inspection), aturan
mengenai asal produk (rules of origin), dan tindakan-tindakan yang terkait
dengan investasi (investment measures) merupakan kebijakan non-tarif WTO
untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat teknis di lapangan dalam hal
jua beli barang secara internasional. Prinsip dan kebijakan-kebijakan non-tarif
WTO memang sangat menarik bagi seluruh anggota-anggotanya dan dalam
tataran prinsip tidak bertentangan (nonkontradiktif) dengan prinsip dalam hukum
perdagangan Isam. Karena sama-sama menghendaki adanya transparans,
simbiosis mutualisme, prioritas pada kepentingan publik, semangat kerjasama,
dan juga menjadikan mekanisme pasar sebaga patokan dalam menjaga
keseimbangan pasar. Namun dalam aplikasinya seringkali terjadi pem-blok-an,
monopoli, pemaksaan terhadap konsep harga/upah, meninggikan tarif bea masuk
(kepabeanan) bahkan terkesan diskriminatif terhadap negara-negara anggota

lainnya yang dinilai masih terbelakang (baru berkembang). Ini pernah terjadi
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pada tingkat harga telepon long distance yang terus meninggi dan ketersediaan
mobile phone yang berjalan lamban di pasar dunia. Kegiatan-kegiatan ini sering
kali dilakukan oleh negara-negara maju anggota WTO, khususnya perjanjian
awal sebagai perjanjian yang sudah baku dari pihak negara pengimpor sehingga
negara pengekspor tidak mempunyai bargaining position yang lebih baik. Hal
inilah yang sebenarnya dapat menyebabkan pertentangan dengan prinsip-prinsip
[slam.

Dalam Idam, akad merupakan faktor penting dalam transaksi
perdagangan. Akad sebagai manifestasi dari ijab kabul, merupakan bentuk
kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari Siapapun, termasuk
pemerintah. Puncak dari pemaksaan ini adalah ketidakadilan yang menyebabkan
diskriminas dan monopoli terhadap jual beli barang (ekspor-impor) secara
internasional.

Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku
seorang pelaku bisnis memegang peranan utama dalam mempengaruhi kadar |aba
dalam transaks atau muamalah. Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan
akhlak. Berbeda dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan "keuntungan
materi” sebagal tujuan utama dan pemberi motivasi terbesar untuk melakukan
kegiatan perekonomian yang tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti
Islam. Agama Islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan
dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh
secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak

yang melakukan transaksi jual beli.
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B. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih mempertegas segala kebijakan-
kebijakan perdagangan luar negerinya dengan peraturan perundang-undangan
yang komprehensif dan aktual terhadap perkembangan dunia perdagangan
dunia

2. Pemerintah Indonesia hendaknya juga terus memantau dan mengawasi
pel aksanaan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan perdagangan yang
ada, serta lebih intensif untuk mengevaluasi setiap kebijakan baru agar tidak
terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum yang mengambil
keuntungan untuk dirinya sendiri dan kelompok-kelompoknya.

3. Kehijakan-kebijakan perdagangan (ekspor-impor) yang ada juag sebaiknya
melihat kondisi riil masyarakat Indonesia yang berbudaya, dengan tidak
mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya yang ada, tetapi lebih

meningkatkan pemberdayaan masyarakat |okal.
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